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Abstrak  

Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berfungsi 

sebagai penjaga konstitusi sekaligus penafsir terakhir atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Melalui kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi memastikan agar seluruh peraturan perundang-

undangan yang berlaku tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar konstitusi, seperti prinsip demokrasi, persamaan di hadapan 

hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan negara. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi 

memiliki kekuatan mengikat yang bersifat final dan langsung berlaku, sehingga menimbulkan akibat hukum tidak hanya 

terhadap norma yang dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional, tetapi juga terhadap proses legislasi selanjutnya. Putusan 

tersebut mewajibkan pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan norma yang dibatalkan maupun merumuskan norma 

hukum baru yang lebih sejalan dengan ketentuan konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis sejauh mana kekuatan mengikat putusan 

Mahkamah Konstitusi memengaruhi pembentukan norma baru. Pendekatan ini memungkinkan kajian mendalam terhadap 

relasi antara putusan pengujian undang-undang dengan perubahan struktur norma dalam sistem hukum nasional. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya alat pengendali konstitusionalitas, tetapi juga 

berfungsi sebagai pedoman normatif yang memberikan arah bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun regulasi yang 

lebih selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam 

mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat melalui harmonisasi antara konstitusi dan 

produk legislasi. 

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Kekuatan Mengikat, Perundang-Undangan 

1. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan bangsa yang berlandaskan hukum sebagaimana termaktub sesuai Pasal 1 Ayat 

(3) UUD NRI 1945. Berlandaskan hal tersebut, seluruh komponen-komponen keseharian masyarakat Indonesia 

diharuskan berdasar pada norma hukum. Norma di Indonesia dibuat untuk mewujudkan suatu keadilan, 

ketertiban, kesejahteraan dan kedamaian. Sebagai upaya penegakan hukum maka dibentuklah lembaga 

kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang memiliki kedudukan penting 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah 

Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Di dalam Pasal 24 C UUD NRI 1945 tersebut sudah disebutkan dengan jelas wewenang dari 

Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final.  

Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memastikan bahwa setiap produk hukum 

selaras dengan konstitusi, tetapi juga turut memberi arah terhadap perkembangan hukum nasional melalui tafsir 

konstitusional yang dihasilkan dalam setiap putusannya. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana yang disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi fungsinya sebagai penafsir konstitusi (the sole 

interpreter of the constitution). Konstitusi sebagai suatu hukum tertinggi di suatu negara mengatur 

penyelenggaraan negara dan berdasarkan prinsip demokrasi dan melindungi hak asasi manusia yang dijamin 

dalam konstitusi. Dalam pelaksanaannya, putusan Mahkamah Konstitusi sering kali membawa dampak yang 

lebih luas daripada sekadar membatalkan norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. 
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Melalui pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi kerap memberikan tafsir baru terhadap suatu 

ketentuan yang kemudian dijadikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan atau 

perumusan ulang norma hukum. Hal ini terlihat dalam sejumlah putusan yang menegaskan bagaimana suatu 

norma seharusnya dibentuk agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi 

berperan tidak hanya sebagai lembaga yang menjaga konstitusionalitas norma, tetapi juga sebagai lembaga yang 

turut mempengaruhi arah pembentukan norma hukum baru. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang 

menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding.  

Frasa “mengikat” dalam konteks ini tidak hanya berarti bahwa semua pihak harus patuh terhadap putusan 

Mahkamah Konstitusi, melainkan juga bahwa tafsir konstitusional yang terkandung di dalamnya memiliki daya 

pengaruh terhadap pembentukan norma hukum selanjutnya. Dalam praktiknya, tafsir Mahkamah Konstitusi 

seiring kali dijadikan rujukan olelh pembentuk undang-undang ketika melakukan perubahan atau penyusunan 

undang-undang baru. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan 

sebagai negative legislator yang membatalkan norma hukum yang inkonstitusional, tetapi juga mulai 

menjalankan fungsi positive legislator melalui tafsir konstitusional yang bersifat konstruktif. Dengan demikian, 

keberadaan Mahkamah Konstitusi turut menentukan arah pembentukan hukum di Indonesia. Di sinilah 

pentingnya untuk mengkaji kembali bagaimana kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dapat 

berdampak terhadap lahirnya norma hukum baru, baik dari segi teori maupun praktik ketatanegaraan. 

Mahkamah Konstitusi, dengan kedudukan strategisnya sebagai lembaga penjaga konstitusi, pada praktiknya 

memainkan peran yang semakin signifikan dalam perkembangan hukum nasional. Dalam konteks 

ketatanegaraan Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memulihkan keadaan hukum ketika 

ditemukan adanya norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen 

pembentuk arah baru dalam legislasi nasional. Hal ini semakin tampak seiring dengan semakin kompleksnya 

persoalan hukum dan dinamika sosial yang membutuhkan kepastian terhadap tafsir konstitusi. Oleh karena itu, 

kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya soal otoritas yudisial yang harus dihormati oleh 

para pemangku kepentingan, tetapi juga mengenai bagaimana putusan tersebut berperan dalam menggerakkan 

proses legislasi dan mendorong harmonisasi sistem hukum dengan UUD NRI 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki efek erga omnes, yakni berlaku bagi semua orang dan seluruh 

lembaga negara tanpa kecuali. Dalam setiap putusan pembatalan norma, Mahkamah Konstitusi tidak hanya 

menilai norma yang diuji, tetapi juga memberikan pertimbangan hukum yang kaya akan analisis konstitusional. 

Pertimbangan hukum inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk memahami 

secara lebih dalam nilai-nilai yang dikehendaki oleh konstitusi. Dalam sejumlah kasus, pertimbangan hukum 

Mahkamah bahkan lebih penting daripada amar putusan itu sendiri, karena di dalamnya terdapat rambu-rambu 

konstitusional yang harus diikuti untuk mencegah lahirnya norma yang kembali inkonstitusional. Dengan 

demikian, pembentuk undang-undang seolah “dipaksa” untuk merumuskan norma baru yang tidak hanya efektif 

secara hukum, tetapi juga tepat secara konstitusional. 

Kecenderungan Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional yang bersifat konstruktif 

memperlihatkan pergeseran peran dari sekadar negative legislator menuju fungsi yang lebih dekat dengan 

positive legislator. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang secara langsung, 

Mahkamah Konstitusi kerap kali memberikan batasan, arah, bahkan rumusan prinsip yang harus dijadikan acuan 

dalam pembentukan norma hukum baru. Salah satu contoh nyata adalah ketika Mahkamah memberikan tafsir 

mengenai syarat calon kepala daerah, mekanisme pengangkatan pejabat publik, hingga pengaturan hak-hak 

konstitusional warga negara. Dalam putusan-putusan tersebut, meskipun Mahkamah tidak menuliskan norma 

baru secara eksplisit, tafsir konstitusional yang diberikan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi arah kebijakan 

legislasi. 

Dalam praktik ketatanegaraan, pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan norma hukum 

tidak dapat dilepaskan dari prinsip supremasi konstitusi yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Supremasi 

konstitusi menegaskan bahwa setiap produk hukum harus sejalan dengan UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, 

pembentuk undang-undang tidak dapat mengabaikan putusan Mahkamah sebagai instrumen kontrol 

konstitusional. Bahkan, jika pembentuk undang-undang tidak merespons putusan Mahkamah dalam batas waktu 

yang wajar, akan muncul kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat. Untuk 

menghindari hal tersebut, sangat penting bagi pembentuk undang-undang, baik DPR maupun pemerintah, untuk 

selalu mencermati arah tafsir konstitusional yang disampaikan Mahkamah Konstitusi. 
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Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma hukum baru juga terlihat dari proses 

revisi undang-undang yang sering kali dipercepat atau diprioritaskan setelah adanya putusan inkonstitusional. 

Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah merupakan salah satu pendorong utama agenda legislasi 

nasional. Bahkan dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah telah melahirkan norma hukum baru yang memiliki 

implikasi luas terhadap tata kelola negara. Misalnya, dalam urusan pemilu, kewenangan lembaga negara, dan 

perlindungan hak asasi manusia, putusan Mahkamah telah membentuk standar konstitusional yang bersifat 

mengikat dan wajib diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan. 

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya memengaruhi substansi 

norma hukum, tetapi juga memengaruhi budaya legislasi nasional. Pembentuk undang-undang dipaksa untuk 

lebih berhati-hati dalam merumuskan undang-undang dan memastikan bahwa setiap norma memiliki landasan 

konstitusional yang kuat. Dengan demikian, keberadaan Mahkamah mendorong terciptanya legislasi yang lebih 

berkualitas, terukur, dan konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hal ini memperkuat asas negara hukum 

yang mengutamakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai pilar utama. 

Dari sudut pandang teori ketatanegaraan, kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan 

bahwa lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam sistem checks and 

balances, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawas terhadap kewenangan legislatif dan eksekutif, 

memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan batasan konstitusi. Oleh karena itu, putusan 

Mahkamah tidak hanya memulihkan hak konstitusional para pencari keadilan, tetapi juga memperkuat daya 

tahan sistem hukum nasional terhadap potensi penyimpangan kekuasaan. 

Dengan berkembangnya praktik konstitusional tersebut, kajian mengenai kekuatan mengikat putusan 

Mahkamah Konstitusi semakin penting untuk dilakukan. Penelitian mengenai aspek normatif dan praktik 

implementasi putusan Mahkamah dapat memberikan kontribusi signifikan bagi dunia akademik maupun bagi 

pembentuk kebijakan. Pemahaman yang mendalam mengenai konstruksi putusan Mahkamah dan dampaknya 

terhadap pembentukan norma hukum diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional terus 

berkembang secara konsisten dengan semangat konstitusi. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan secara 

teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi dalam rangka memperkuat kualitas legislasi dan sistem 

ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada 

kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berada pada kekuatan mengikat putusan Mahkamah 

Konstitusi dan implikasinya terhadap pembentukan norma hukum baru, yang secara langsung berkaitan dengan 

aspek normatif sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus 

(case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta peraturan lain yang 

relevan. 

3. Hasil dan Diskusi 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam menjaga tegaknya 

konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi, mempunyai karakter khas yang membedakannya 

dengan peradilan umum atau peradilan biasa. Apabila berkaca pada kedudukan, kewenangan dan fungsi-fungsi 

Mahkamah Konstitusi, maka garis besar tentang gagasan utama lahirnya Mahkamah Konstitusi sebenarnya 

merupakan lembaga negara yang akan menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam konteks sebagai the 

guardian of law atau sebagai penjaga dan pengawal norma hukum, sehingga dalam hal menjalankan tugas-tugas 

konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir diberikan 

keistimewaan lainnya yaitu sifat final dan mengikat dalam putusannya.    
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Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dipandang sederajat dengan undang-undang, karena putusan 

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu pasal dalam Undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat atau inkonstitusional, wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Tidak tersedia mekanisme hukum berupa banding, kasasi, atau 

peninjauan kembali sebagaimana berlaku dalam sistem peradilan biasa. Kekuatan ini bukan hanya bersifat 

administratif, melainkan merupakan bentuk penghormatan terhadap supremasi tafsir konstitusi yang dihasilkan 

oleh Mahkamah Konstitusi. 

Sifat ini berbeda dengan putusan lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menyediakan 

mekanisme upaya hukum lain, termasuk melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) dan/atau melalui Grasi. 

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan Mahkamah Konstitusi ditegaskan melalui Pasal 24C ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah 

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Ketentuan ini menegaskan dua hal penting: pertama, bahwa 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum dan kedua bahwa 

setiap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final serta langsung memperoleh kekuatan 

hukum tetap tanpa mekanisme banding atau kasasi.  

Sifat final pada putusan Mahkamah Konstitusi berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap 

putusan tersebut. Konsekuensinya, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi putusan terakhir dan mengikat bagi 

seluruh lembaga negara, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif. Kekuatan ini bersumber tidak hanya dari 

UUD NRI 1945, tetapi juga dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang dalam Pasal 10 ayat (1) secara 

tegas menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. 

Sifat final dan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis normatif terdapat pada konsekuensi 

dari putusan tersebut yang mengindikasikan bahwa ketika putusan itu telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap 

maka semua pihak wajib tidak boleh dianulir atau bahkan diabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.  

Dasar sifat final and binding dari putusan Mahkamah Konstitusi, mewajibkan setiap orang untuk tunduk dan 

patuh atasnya, sehingga daya mengikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dipahami juga menganut asas “erga 

omnes”, yang berasal dari bahasa latin berarti “berlaku untuk setiap orang (toward every one)”,   yang berarti 

bahwa putusan tersebut berlaku untuk semua orang, bukan hanya bagi para pihak yang berperkara. Konsekuensi 

dari sifat erga omnes ialah bahwa norma undang-undang yang telah dinyatakan tidak melmiliki kekuatan hukum 

mengikat oleh Mahkamah Konstitusi otomatis tidak dapat diberlakukan lagi, baik oleh pengadilan, lembaga 

negara, maupun pejabat pemerintahan. Kedua sifat ini adalah final dan mengikat yang tidak hanya bersifat 

teknis, tetapi juga mengandung makna filosofis yang dalam. 

Rasio legis dari penegasan sifat final and binding adalah untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas sistem 

konstitusional. Penguatan terhadap argumentasi tentang sifat Putusan Mahkmah Konstitusi yang menimbulkan 

akibat hukum berupa erga omnes sejatinya didasarkan pada pandangan Guffar J. M. yang mengemukakan bahwa 

substansi Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung beberapa hal penting, antara lain:   

a. Mengingat, Putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap; 

b. Mengingat, Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki akibat 

hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal tersebut dikarenakan Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang berbeda dengan Putusan lembaga peradilan lainnya dimana hanya mengikat terhadap para pihak 

yang berperkara semata (interparties). Maka daripada itu, semua pihak dalam hal ini keseluruhan elemen negara 

diwajibkan untuk patuh dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi; dan 

c. Mengingat, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada 

upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh. 
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Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat, putusan Mahkamah 

Konstitusi memiliki daya ikat umum karena menyangkut norma hukum yang berlaku bagi masyarakat luas. 

Sistem hukum tata negara di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip negara hukum menghendaki bahwa 

UUD NRI 1945 sebagai “supremacy of law” sehingga paradigma yang seharusnya dipegang teguh oleh seluruh 

komponen negara ialah kewajiban untuk tunduk terhadap konstitusi. Dengan demikian, salah satu tolak ukur 

kebernegaraan yang baik ialah terwujudnya kepatuhan terhadap konstitusi itu sendiri termasuk dalam hal ini 

untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.    

Asas erga omnes merupakan konsekuensi logis dari fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi 

(guardian of the constitution) sekaligus penjaga prinsip negara hukum. Dengan demikian, setiap norma undang-

undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki 

kekuatan hukum mengikat untuk seluruh warga negara dan seluruh organ pemerintahan. Ketika Mahkamah 

Konstitusi menyatakan suatu pasal atau norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka sejak 

putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, norma tersebut kehilangan kekuatan 

hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa 

“putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 

yang terbuka untuk umum.”  

Kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhenti pada penghapusan norma, tetapi juga 

menimbulkan akibat hukum yang bersifat konstruktif. Artinya, pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) 

memiliki kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti putusan tersebut melalui pembentukan norma hukum 

baru yang sesuai dengan tafsir konstitusional sebagaimana dirumuskan dalam amar putusan. Mahkamah 

Konstitusi tidak hanya menyatakan suatu norma inkonstitusional, tetapi juga memberikan arah, batas, atau 

prinsip dalam amar putusannya untuk menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang. Misalnya, dalam 

beberapa putusan yang bersifat conditionaly unconstitutional, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu 

norma bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan cara tertentu.  Tujuan yang lebih 

luas adalah memastikan agar tidak ada lembaga negara yang menempatkan dirinya di atas konstitusi. Dengan 

kata lain, sifat ini menjadi instrumen agar semua tindakan penyelenggara negara tunduk pada tafsir konstitusi 

yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif teori hukum, kekuatan hukum putusan 

Mahkamah Konstitusi terdiri dari tiga dimensi yang saling berkaitan:  

a. Kekuatan Mengikat  

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya final, langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain 

yang dapat ditempuh dan keharusan bagi setiap lembaga negara, badan hukum, dan warga negara untuk 

mematuhi isi putusan tersebut.    

b. Kekuatan Pembuktian   

Pengakuan hukum bahwa apa yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dianggap benar dan tidak dapat 

diganggu gugat lagi. Seperti pada ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan bahwa “terhadap 

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan 

pengujian kembali dan terdapat pengecualian jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan 

dasar pengujian berbeda.” 

c. Kekuatan Eksekutorial 

Setelah putusan dibacakan dalam sidang pleno maka sejak itu putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan. 

Kemampuan putusan Mahkamah Konstitusi untuk langsung menimbulkan akibat hukum tanpa menunggu 

adanya tindakan administratif lain dari lembaga negara.    
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Ketiga kekuatan ini menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk hukum yang sempurna dan 

memiliki daya paksa konstitusional yang tidak dimiliki oleh putusan lembaga peradilan lainnya. Pola putusan 

semacam ini jelas menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi secara langsung memengaruhi proses 

pembentukan undang-undang, sebab pembentuk undang-undang wajib menyesuaikan norma tersebut agar sesuai 

dengan tafsir konstitusional yang diberikan. Di sinilah terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi bukan sekadar 

negative legislator, lembaga yang hanya membatalkan norma tetapi juga berperan secara fungsional sebagai 

positive legislator dalam batas tertentu, karena arah putusannya dapat menjadi dasar bagi perumusan norma baru. 

Terdapat beberapa pertimbangan bagi hakim Mahkamah konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat 

positive legislature, yaitu:   

a. Faktor keadilan dan kemanfaatan; 

b. Situasi yang mendesak; 

c. Mengisi rechtvacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. 

Hal ini juga berpengaruh terhadap implementasi atau tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi selain Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang dapat langsung dieksekusi terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak 

dapat langsung dieksekusi, yang dapat diuraikan sebagai berikut:   

a. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Dapat Langsung Dieksekusi (self implementing) 

b. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Tidak dapat Langsung Dieksekusi (non-self implementing) 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaannya membutuhkan aturan lebih lanjut, yaitu dalam putusan 

membatalkan suatu norma yang mempengaruhi norma-norma dalam pelaksanakannya diperlukan aturan lebih 

operasional. Mengingat, putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat, tentunya memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan legislasi yang akan dibentuk oleh DPR dan Pemerintah. Dampak putusan Mahkamah 

Konstitusi terhadap pembentukan undang-undang dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi substansi hukum, 

putusan Mahkamah Konstitusi menciptakan constitutional standard baru yang harus diikuti dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan berikutnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam putusan menjadi pedoman bagi 

pembentuk undang-undang untuk memastikan bahwa norma yang baru disusun tidak lagi bertentangan dengan 

konstitusi. Kedua, dari sisi prosedural, putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan kewajiban hukum bagi 

pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan atau pembentukan norma baru dalam jangka waktu 

yang wajar demi menghindari kekosongan hukum.  

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang dalam konteks ini mencerminkan 

prinsip checks and balances. Mahkamah Konstitusi mengontrol produk legislatif agar tetap berada dalam koridor 

konstitusional, sementara DPR dan Presiden tetap menjadi pemegang kewenangan pembentukan hukum. 

Keduanya saling melengkapi dalam kerangka menjaga supremasi konstitusi dan mewujudkan negara hukum 

yang demokratis sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Upaya Mahkamah Konstitusi 

memposisikan dirinya sebagai lembaga pengontrol bagi kekuasaan legislatif dalam hal terdapat kekeliruan 

formal maupun subtansial dalam proses legislasi. Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 

2013 memiliki beberapa model putusan-putusan diantaranya: 

a. Model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku; 

b. Model putusan konstitusional bersyarat;  

c. Model putusan inkonstitusional bersyarat;  

d. Model putusan yang menunda pemberlakuan putusannya; dan 

e. Model putusan yang merumuskan norma baru.   
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Model putusan-putusan tersebut, tentunya masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri. Misalkan putusan 

yang amarnya mengabulkan permohonan, berimbas pada batalnya suatu norma dan tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan tersebut tidak dapat dilelpaskan dari asas erga omnes yang 

memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak harus 

tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut. Praktik pembentukan undang-undang, kekuatan hukum putusan 

Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai batas normatif bagi pembentuk undang-undang. DPR sebagai 

lembaga pembentuk undang-undang tidak hanya berkewajiban menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, tapi 

juga harus memahami pertimbangan hukumnya secara substantif. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan 

putusan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi sejumlah kendala.  

Beberapa putusan yang telah dinyatakan inkonstitusional tidak segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-

undang, baik karena alasan politik, perbedaan tafsir terhadap amar putusan, maupun lemahnya mekanisme 

pengawasan atas pelaksanaan putusan tersebut. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam penegakan 

prinsip konstitusionalitas hukum, karena keberlakuan konstitusi sebagai norma tertinggi seharusnya didukung 

oleh ketaatan seluruh lembaga negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi 

pada dasarnya memberikan arah bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki sistem hukum nasional 

agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi 

masyarakat. 

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membawa implikasi yang sangat luas, 

khususnya dalam konteks pembentukan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and 

binding tidak hanya menjadi instrumen pengawasan terhadap produk legislasi, tetapi juga membentuk pola baru 

dalam dinamika pembuatan hukum nasional. Dengan sifat erga omnes, setiap putusan yang menyatakan suatu 

norma inkonstitusional secara otomatis menghapus keberlakuan norma tersebut dari sistem hukum. Hal ini 

menyebabkan kekosongan hukum atau perubahan struktur norma yang pada akhirnya harus segera direspons 

oleh pembentuk undang-undang agar tidak mengganggu stabilitas hukum dan kepastian bagi masyarakat. 

Salah satu persoalan krusial yang muncul adalah bagaimana pembentuk undang-undang merespons putusan 

Mahkamah Konstitusi secara proporsional dan tepat waktu. Idealnya, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi 

acuan langsung dalam penyusunan atau revisi undang-undang, karena pertimbangan hukum Mahkamah 

Konstitusi tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga memuat argumentasi mendalam mengenai prinsip-

prinsip konstitusi yang harus ditaati dalam pembentukan norma baru. Pertimbangan hukum ini pada umumnya 

merujuk pada nilai-nilai fundamental seperti perlindungan hak asasi manusia, prinsip non-diskriminasi, 

pembatasan kekuasaan, serta jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, hubungan antara Mahkamah 

Konstitusi dan pembentuk undang-undang menciptakan mekanisme saling kontrol yang kuat dalam rangka 

menjaga kemurnian konstitusi. 

Namun demikian, dalam kenyataannya, masih terdapat jarak antara idealitas putusan Mahkamah Konstitusi dan 

implementasinya. Banyak putusan yang tidak diikuti dengan revisi undang-undang dalam waktu yang memadai. 

Misalnya, terdapat sejumlah putusan yang mengatur persoalan krusial seperti ketentuan pemilu, sistem peradilan, 

dan perlindungan hak konstitusional warga negara, yang sampai bertahun-tahun belum ditindaklanjuti oleh 

pembentuk undang-undang. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena institusi penegak hukum 

maupun warga negara sering kali dihadapkan pada kekosongan norma operasional yang seharusnya lahir sebagai 

tindak lanjut dari putusan tersebut. Kelemahan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 

menjadikan sejumlah putusan tidak efektif dalam menghasilkan perubahan struktural pada sistem hukum 

nasional. 

Keterlambatan legislator dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi sering kali disebabkan oleh faktor 

politik. Pembentukan undang-undang tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga proses politik yang 

melibatkan dinamika kepentingan berbagai kelompok. Ada kalanya putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan 

dengan agenda politik tertentu, sehingga proses revisi undang-undang sengaja diperlambat atau bahkan 

diabaikan. Selain itu, tidak jarang terdapat perbedaan interpretasi antara Mahkamah Konstitusi dan pembentuk 

undang-undang terkait makna amar putusan, terutama dalam putusan yang bersifat conditionally unconstitutional 

atau conditionally constitutional. Padahal, seharusnya pembentuk undang-undang menjadikan pertimbangan 

hukum Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman utama dalam merumuskan norma baru untuk memastikan 

keselarasan dengan konstitusi. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak segera ditindaklanjuti juga membawa implikasi terhadap perlindungan 

hak-hak konstitusional masyarakat. Sebagai contoh, apabila suatu norma yang membatasi hak warga negara 

dinyatakan inkonstitusional namun tidak segera diganti dengan norma baru, terdapat potensi terjadinya 

kekosongan hukum yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian dan membuka peluang terjadinya tindakan 

sewenang-wenang. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi negara hukum yang seharusnya menjamin bahwa 

setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai konstitusi. Oleh karena itu, 

mekanisme tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi merupakan aspek penting yang perlu diperkuat dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Dari perspektif teori hukum, keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki efek negatif 

berupa pembatalan norma, tetapi juga efek positif berupa pengisian kekosongan hukum. Dalam posisi ini, 

Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai negative legislator, tetapi juga memiliki peran sebagai 

positive legislator dalam batas tertentu. Peran sebagai positive legislator terlihat terutama dalam putusan yang 

merumuskan batasan atau tafsir baru terhadap suatu norma yang kemudian harus diterjemahkan oleh pembentuk 

undang-undang dalam bentuk rumusan normatif yang lebih jelas dan operasional. Model putusan seperti ini 

memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengoreksi legislasi, tetapi juga mengarahkan 

pembentukan legislasi menuju nilai-nilai konstitusional. 

Efek positif legislasi dari putusan Mahkamah Konstitusi semakin terlihat nyata dalam perkembangan 

jurisprudensinya yang semakin kompleks. Mahkamah Konstitusi tidak jarang memberikan penjelasan mendalam 

mengenai parameter konstitusional sebuah norma, membentuk standar baru yang disebut constitutional 

benchmark. Standar tersebut menjadi acuan bagi pembentuk undang-undang ketika merumuskan peraturan 

perundang-undangan baru. Contohnya, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya mengenai pemilu telah 

menegaskan pentingnya prinsip keadilan pemilu, keadilan prosedural, serta kesetaraan perlakuan bagi peserta 

pemilu. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi acuan konstitusional yang harus dipatuhi dalam setiap revisi 

undang-undang pemilu. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung membentuk arah politik 

hukum nasional melalui mekanisme pengujian undang-undang. 

Hubungan yang erat antara putusan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan undang-undang tersebut 

menunjukkan pentingnya integrasi antara cabang kekuasaan yudikatif dan legislatif dalam menjaga konsistensi 

konstitusi. Prinsip checks and balances yang diterapkan melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi harus 

dipahami oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari mekanisme konstitusional yang saling 

melengkapi. Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma inkonstitusional, maka pembentuk undang-

undang tidak boleh melihatnya sebagai ancaman terhadap kewenangannya, melainkan sebagai panduan normatif 

untuk memperbaiki kualitas produk legislasi. 

Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam mengintegrasikan putusan Mahkamah Konstitusi ke 

dalam proses pembentukan hukum. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya mekanisme yang secara 

tegas mewajibkan pembentuk undang-undang untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi dalam jangka 

waktu tertentu. Sebagian negara lain, terutama yang menganut sistem peradilan konstitusi modern, telah 

menerapkan mekanisme constitutional compliance yang menuntut tindak lanjut legislasi secara ketat. Indonesia 

belum mengadopsi mekanisme tersebut sehingga sering kali terjadi stagnasi. Perlu adanya reformasi dalam 

sistem pembentukan undang-undang agar setiap putusan Mahkamah Konstitusi dapat segera diikuti dengan 

revisi atau pembentukan norma baru secara komprehensif. 

Salah satu usulan yang sering muncul dalam diskursus akademik adalah pembentukan lembaga atau unit khusus 

yang bertugas mengawasi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Unit ini dapat berada pada tingkat 

eksekutif maupun legislatif, dan bertugas untuk mengoordinasikan tindak lanjut legislasi, memantau 

perkembangan, serta melaporkan hambatan-hambatan yang muncul. Selain itu, unit ini juga dapat berperan 

dalam memberikan rekomendasi teknis kepada pembentuk undang-undang mengenai cara merumuskan norma 

yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi 

tidak hanya bergantung pada sifat final and binding, tetapi juga pada sistem implementasi yang kuat dan 

transparan. 

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan komponen integral dalam pembangunan hukum 

nasional. Putusan tersebut tidak hanya menjaga kemurnian konstitusi, tetapi juga memberikan arah bagi 

pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional. Namun, efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi 
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sangat bergantung pada komitmen lembaga negara untuk mematuhi dan menindaklanjutinya secara konsisten. 

Tanpa adanya mekanisme implementasi yang efektif, putusan Mahkamah Konstitusi akan kehilangan fungsi 

strategisnya dalam menjaga supremasi konstitusi. 

4.  Kesimpulan 

Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bersifat final dan mengikat, sehingga sejak diucapkan langsung 

berlaku bagi seluruh lembaga negara dan masyarakat. Sifat mengikat ini tidak hanya membuat suatu norma yang 

dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 tidak lagi dapat diberlakukan, tetapi juga memberikan arahan 

konstitusional yang harus dijadikan pedoman oleh pembentuk undang-undang. Melalui berbagai jenis putusan, 

seperti putusan pembatalan norma, konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, putusan yang ditunda 

keberlakuannya, hingga putusan yang merumuskan norma baru. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan 

fungsi sebagai lembaga yang membatalkan norma, tetapi juga ikut mempengaruhi perumusan undang-undang. 

Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi yang meliputi daya mengikat, daya pembuktian, dan daya eksekutorial 

menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki konsekuensi hukum yang langsung. Putusan 

Mahkamah Konstitusi harus dipahami bukan hanya sebagai koreksi terhadap norma yang inkonstitusional, tetapi 

juga sebagai instrumen pembangunan hukum nasional yang membimbing pembentuk undang-undang untuk 

memperkuat sistem hukum yang selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sesuai amanat 

konstitusi. 
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